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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi sistem
perpajakan, pemahaman wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Penelitian ini didasari oleh fenomena
lapangan, yaitu potensi penerimaan negara yang berasal dari pajak tidak dibarengi
dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, padahal UMKM merupakan sektor yang
berperan penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kausal. Instrumen
penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala likert dan jumlah sampel
sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi UMKM pada KPP Pratama Denpasar
Timur yang dihitung menggunakan rumus Slovin, dan ditentukan menggunakan
teknik convenience sampling. Data dianalisis dengan teknik Partial Least Square
menggunakan software SmartPLS 4.0. pada taraf signifikansi 5% dengan pengujian
one-tailed. Temuan penelitian ini adalah (1) digitalisasi sistem perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pemahaman
wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3)
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, (4) digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman, dan kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak,
kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak
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ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the digitalization of the taxation
system, taxpayers' understanding, and taxpayers' awareness on MSME taxpayer
compliance. This research is based on a phenomenon, namely the potential for state
revenue generated from taxes is not accompanied by MSME taxpayer compliance,
even though MSMEs play an important role in improving the economy in
Indonesia. The research employs a quantitative research approach with a causal
study design. The research instrument used was a likert scaled-questionnaire, and a
total sample of 100 individual taxpayers from MSMEs at KPP Pratama Denpasar
Tidur which was calculated using Slovin formulation, and was selected using a
convenience sampling technique. The data were analyzed using the Partial Least
Square technique with SmartPLS 4.0 software on 5% significance level and one-
tailed test. The findings of this study are as follows: (1) the digitization of the
taxation system has a positive and significant effect on taxpayer compliance, (2)
taxpayers' understanding has a positive and significant effect on taxpayer
compliance, (3) taxpayers' awareness has a positive and significant effect on
taxpayer compliance, and (4) the digitization of the tax system, taxpayers'
understanding, and taxpayers' awareness collectively have a positive and significant
effect on taxpayer compliance.

Keywords: digitalization of the taxation system, taxpayers' understanding,
taxpayers' awareness, taxpayer compliance
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara
kepada warga negaranya, yang memiliki sifat memaksa, dan didasarkan pada
undang-undang yang berlaku dan pungutan tersebut tidak memberikan
imbalan secara langsung, melainkan digunakan untuk pengeluaran umum
negara yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan
pembangunan nasional demi tercapainya tujuan negara (Yulianti, 2022).
Pajak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber penerimaan dana
APBN terbesar di Indonesia, tetapi pukulan keras yang diterima masyarakat
Indonesia saat pandemi covid-19 pada tahun 2020 membuat penerimaan
negara turun drastis. Di tengah kondisi tersebut, salah satu sektor yang
mampu menyokong perekonomian negara adalah Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Maghriby dan Ramdani, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008)
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha Kecil
didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri.
Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah ini didirikan oleh perorangan atau
badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan, yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria lain.



Menurut Aini et al. (2022), kehadiran UMKM ini sangat berpengaruh bagi
negara khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi
UMKM terhadap perekonomian yaitu sebagai sarana pemerataan tingkat
perekonomian rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana
pemasukan devisa bagi negara.

Menurut Madjodjo dan Baharuddin (2022), sistem pajak yang ideal
bagi suatu negara harus memiliki prinsip manfaat (benefit principle) dan
prinsip keadilan (equity principle). Kemauan menjalankan kewajiban
perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak
tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap tunduk dan patuh terhadap
aturan perpajakan, sehingga dapat melaksanakan semua kewajiban dan
menikmati hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/PMK.04/2000
menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang
berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, mengingat fungsi pajak yang
begitu krusial untuk pemasukan negara, maka tingkat kepatuhan wajib pajak
sangat penting untuk diperhatikan.

Selain itu, peneliti menemukan permasalahan mengenai tingkat

kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Bali sebagai berikut:



Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Provinsi Bali
Tahun

Uraian
2018 2019 2020 2021 2022

Jumlah Wajib Pajak UMKM 50.691 65.828 71.326 72.886 73.014
Efektif Terdaftar

Jumlah Wajib Pajak UMKM 44.102 54.741 50.220 54.819 62.037
Lapor SPT

Tingkat Kepatuhan 87%  83%  70%  75%  85%

Sumber: Kanwil DJP Bali, tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di
Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018
tingkat kepatuhan yang tercatat sebesar 87%, tetapi angka ini mengalami
penurunan menjadi 83% pada tahun 2019. Selama pandemi covid-19, tingkat
kepatuhan ini terus mengalami penurunan menjadi 70% pada tahun 2020 dan
menjadi 75% pada tahun 2021. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan Wajib
Pajak UMKM di Provinsi Bali meningkat secara drastis pasca covid-19
menjadi 85% pada tahun 2022. Peningkatan pendapatan dari sektor pajak
setelah terpukul pandemi covid-19 ini dirasakan pada sembilan
kabupaten/kota di Provinsi Bali secara keseluruhan, tetapi kenaikan tersebut
tidak signifikan di Kecamatan Denpasar Timur, mengingat realisasi SPT yang
diterima oleh KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2022 masih kurang
dari target penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (WP OP UMKM).



Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
Pelaporan SPT di KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2018-2022

Tahun
Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
WP UMKM Efektif 4.628 5.268 4.239 3.100 3.010

(Orang Pribadi)

SPT yang Diterima 3456 3.358 3.061 2620 2.151
(Lembar)
Kepatuhan (%) 74,68% 63,74% 72,21% 84,52% 71,46%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, selama lima tahun terakhir terjadi fluktuasi
persentase kepatuhan WP OP UMKM efektif di KPP Pratama Denpasar
Timur. Tingkat kepatuhan WP OP masih kurang dari target penerimaan pada
tahun 2018 sampai 2022. Tingkat kepatuhan WP OP UMKM dalam
pelaporan SPT mengalami penurunan dari 74,68% pada tahun 2018 menjadi
63,74% pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 sampai 2021, tingkat
kepatuhan WP OP UMKM terus meningkat, namun jumlah WP OP UMKM
juga mengalami penurunan dari 5.268 pada tahun 2019 menjadi 3.010 pada
tahun 2022. Pada tahun 2022 kepatuhan WP OP UMKM menurun menjadi
71,46% dari 84,52% di tahun sebelumnya. Dengan demikian,
ketidakseimbangan kontribusi WP OP UMKM terhadap pelaporan SPT
Tahunan maupun penerimaan pajak ini merupakan suatu indikasi bahwa

tingkat ketaatan WP OP UMKM masih sangat rendah.



Sejatinya ada begitu banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib
pajak. Faktor-faktor yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah
digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman, dan kesadaran wajib pajak.
Digitalisasi pajak merupakan program pelaksanaan reformasi perpajakan
yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan
agar lebih efisien dan ekonomis. Peningkatan kualitas pelayanan melalui
teknologi informasi telah menjadi inovasi utama yang dilakukan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) dengan menerapkan sistem elektronik dengan harapan
meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan efisien serta
meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah
satu pelayanan terkait dengan pajak dengan adanya portal DJP online
merupakan sebuah layanan perpajakan digitalisasi yang dapat diakses melalui
internet secara real time. Layanan perpajakan dalam DJP online tersebut
semakin meningkatkan daya tarik pengguna wajib pajak orang pribadi
maupun badan untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakan.
Manfaat diperbaruinya sistem pajak dengan adanya e-system (e-billing, e-SPT
dan e-filling) adalah dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan,
serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Yudha et al., 2022). Pendapat
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini et al. (2022) yang
menemukan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh Mimi dan Mulyani (2022) yang menjelaskan bahwa



digitalisasi sistem perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan Kumala dan Junaidi
(2020), faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan
merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan
perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh karena tidak memahami
peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan meliputi
pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar, dalam hal ini
harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang
terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,
pembayaran, atau penyetoran tepat waktu serta melaporkan besarnya pajak
terutang di tempat wajib pajak terdaftar. Semakin paham wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi
yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib
pajak yang benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan
sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak
dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Semua itu dapat dilakukan oleh
wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang
perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan
perpajakan merupakan prediktor internal karena berada di bawah kendali

wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang



berbeda-beda akan memengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk
berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat
pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak memilih
berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Palalangan et
al., 2019). Meidiyustiani et al. (2022) mengatakan bahwa pemahaman wajib
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2020)
mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Kumala dan Junaidi (2020) selain pemahaman wajib pajak,
kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan wajib pajak UMKM itu sendiri
untuk memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan
negara. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa
membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggung
jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar
pajaknya terutangnya dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan
undang-undang yang berlaku. Jika wajib pajak telah mempunyai kesadaran
untuk membayar, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dan
penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan. Kesadaran
wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa
pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan

penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang



diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Tambun dan Ananda,
2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2022), kesadaran
wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021)
mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak masih tetap diperlukan untuk mendukung
pendapatan sebuah negara demi menggapai cita-cita bersama untuk
membangun sebuah negara yang maju sehingga dapat mendorong
perekonomian negara, maka dari itu perlu mengetahui faktor apa saja yang
memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, karena UMKM merupakan
salah satu sektor yang dapat membantu negara dalam memulihkan kondisi
keuangan negara. Adapun faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam
penelitian ini, Yyaitu digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman, dan
kesadaran wajib pajak perlu dicermati kembali, mengingat banyaknya
penelitian yang mendapatkan hasil berbeda dalam setiap variabelnya
membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali bagaimana pengaruh dari
variabel independen yaitu digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman, dan
kesadaran wajib pajak tersebut terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan
wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut tentang “Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman,
dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

UMKM yang telah terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1.

Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh secara parsial
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di
KPP Pratama Denpasar Timur?

Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM vyang terdaftar di KPP
Pratama Denpasar Timur?

Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM vyang terdaftar di KPP
Pratama Denpasar Timur?

Apakah digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman, dan kesadaran
wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar

Timur?

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dilihat dari berbagai faktor baik

faktor internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib

pajak, dari sekian banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak,

maka fokus dari penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas yaitu

digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak

terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan WP OP UMKM di KPP Pratama
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Denpasar Timur. Digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman, dan kesadaran
wajib pajak digunakan untuk melihat seberapa besar ketiga variabel tersebut
dapat memengaruhi kepatuhan WP OP UMKM di KPP Pratama Denpasar
Timur. Batasan lain pada penelitian ini yaitu waktu penelitian yang dilakukan
pada tahun 2022 dan dilakukan pada KPP Pratama Denpasar Timur.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan

diadakan penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi sistem perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

b.  Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

c.  Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

d. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi sistem perpajakan,
Pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi UMKM.

2. Manfaat penelitian
a.  Manfaat teoretis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

terhadap pengembangan ilmu perpajakan terkait dengan
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pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman, dan

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WP OP UMKM.

Manfaat praktis

1)

2)

3)

Bagi mahasiswa

Penelitian ini  menawarkan pengetahuan dan
wawasan mengenai digitalisasi sistem perpajakan,
kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak yang
dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi
UMKM serta bentuk mengaplikasian teori yang sudah
diperoleh dalam perkuliahan.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan
menambah literatur/bahan bacaan yang ada di perpustakaan
sekaligus menjadi bahan acuan bagi mahasiswa untuk
melakukan penelitian di masa yang akan datang.
Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi
pelaku UMKM mengenai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 110/PMK.03/2020 agar mengimplementasikan
kewajiban perpajakan dengan baik, sehingga kepatuhan

wajib pajak UMKM bisa semakin meningkat.



4)
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Bagi Otoritas Perpajakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi
dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun
Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola perpajakan,
terutama  terkait  digitalisasi  sistem  perpajakan,
Pemahaman, dan kesadaran wajib pajak dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan

kewajiban perpajakannya.



A.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.

Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan
memberikan kemudahan akses serta efisiensi waktu dan biaya sehingga
berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak akan sanksi atas
pelanggaran mendorong mereka untuk patuh terhadap peraturan
perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan fungsi perpajakan
untuk pembiayaan negara serta kesadaran mereka terhadap kewajiban
membayar pajak sebagai warga negara cenderung akan menunjukkan
kepatuhan terhadap pajak terutangnya.

Digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman, dan kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan

wajib pajak.

81
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Implikasi
Implikasi penelitian ini dapat ditinjau dari perspektif teoritis dan
praktis. Implikasi teoritis merupakan sumbangsih penelitian ini untuk
pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya berkaitan dengan digitalisasi
sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan implikasi praktis adalah akibat langsung
atas temuan penelitian terhadap otoritas jasa pelayanan perpajakan.
1. Implikasi teoritis
Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris untuk mendukung
penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan topik digitalisasi
sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak,
serta kepatuhan wajib pajak Sejalan dengan mayoritas penelitian
terdahulu, penelitian ini juga membuktikan adanya pengaruh yang
positif dan signifikan baik secara simultan/parsial antara digitalisasi
sistem perpajakan, Pemahaman, dan/atau kesadaran wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih dari itu, penelitian ini juga
menjelaskan hubungan yang terjadi melalui perspektif technology
acceptance model theory (TAM) dan compliance theory.
2. Implikasi praktis
Penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi sistem perpajakan,
pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Sebagai implikasinya, untuk mendorong

kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM maka KPP Pratama
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Denpasar Timur dapat melakukan intervensi untuk meningkatkan
digitalisasi sistem perpajakan, Pemahaman, dan kesadaran wajib pajak

yang dapat dilakukan melalui program sosialisasi ataupun pelatihan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, adapun saran yang diberikan penulis adalah:

1.

Saran untuk otoritas dan kantor pelayanan perpajakan

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
UMKM, maka otoritas maupun kantor pelayanan perpajakan
disarankan untuk fokus pada penerapan digitalisasi sistem perpajakan
serta peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Penerapan
digitalisasi sistem perpajakan dapat ditingkatkan dengan melakukan
optimalisasi Kkinerja e-system. Selain itu, otoritas kantor pelayanan
perpajakan juga disarankan melakukan pelatihan ataupun memberikan
panduan yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami terkait
pengoperasian sistem digital seperti e-form, e-filling, e-billing, e-bupot
serta e-faktur. Pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan
memberikan sosialisasi mengenai ketentuan umum undang-undang
perpajakan serta penekanan pada sanksi yang akan diberikan atas
pelanggaran. Kesadaran wajib pajak dapat didorong dengan
melaksanakan program edukasi mengenai fungsi penting pajak untuk
pembiayaan dan pembangunan negara serta penekanan pada kewajiban

membayar pajak sebagai warga negara.
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Saran untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian
sejenis dengan menambahkan variabel-variabel lain dalam model yang
berindikasi sebagai prediktor eksternal atas kepatuhan wajib pajak,
seperti tarif pajak ataupun penegakan hukum pajak. Selain itu,
penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada
Kantor Pelayanan Pajak tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi
untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai
masalah kepatuhan wajib pajak, mengingat penelitian ini hanya

mengambil objek pada KPP tingkat Kecamatan.
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